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Question : Apakah Kegiatan BumDes Bisa dibiayai dari dana Desa?
Answer : Ya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia bisa dibiayai dengan menggunakan dana desa. Dana 

desa dialokasikan oleh pemerintah Indonesia khusus untuk mendorong pembangunan di tingkat desa 
setempat, termasuk mendukung kegiatan perekonomian melalui BUMDes. Usaha-usaha ini dimaksudkan 
untuk meningkatkan perekonomian lokal, mengelola sumber daya desa, dan meningkatkan pendapatan 
masyarakat, yang sejalan dengan tujuan dana desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
dan peraturan selanjutnya memberikan dasar hukum penggunaan dana desa untuk mendukung kegiatan 
BUMDes, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan dan keberlanjutan desa. 
Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
bersumber dari APBN, dana desa dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang mendukung 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa termasuk pendanaan untuk BUMDes. Peraturan ini 
bertujuan agar dana desa bisa digunakan secara efektif untuk meningkatkan perekonomian di desa, 
termasuk melalui pembentukan dan pengembangan BUMDes yang dapat membuka lapangan kerja serta 
menggerakkan ekonomi desa.
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Question : Bagaimana cara mengoptimalkan Peran BUMDES terhadap Perekonomian lokal?
Answer : Untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung perekonomian lokal, 

beberapa strategi kunci bisa diterapkan :

1. Pengembangan Bisnis Berbasis Potensi Lokal, fokus pada pengembangan usaha yang mengandalkan 
sumber daya atau keunggulan kompetitif lokal, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan kerajinan

2. Kerjasama dengan Pihak Eksternal, yakni dengan enggandeng pemerintah daerah, swasta, dan 
lembaga pendidikan untuk kerjasama teknis, pendanaan, dan pemasaran. 

3. Penguatan Kapasitas dan Pelatihan, seperti melakukan pelatihan berkelanjutan kepada pengurus dan 
anggota BUMDes mengenai manajemen usaha, inovasi produk, pemasaran digital, dan lainnya.

4. Penggunaan Teknologi dan Inovasi, dapat dilakukan dengan mengadopsi teknologi dalam operasional 
usaha, seperti penggunaan sistem manajemen yang baik, pemasaran online, dan teknologi produksi 
yang efisien. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memperluas jangkauan pasar.

5. Diversifikasi Produk dan Layanan, dengan mengembangkan berbagai jenis produk atau layanan untuk 
mengurangi risiko dan meningkatkan potensi pendapatan.

6. Pembentukan Jaringan Usaha, dengan embangun jaringan dengan BUMDes lainnya atau usaha lokal 
untuk memperkuat posisi pasar dan daya tawar.

7. Transparansi dan Akuntabilitas, memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel 
untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat dan investor.

Melalui strategi-strategi di atas, BUMDes dapat meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian lokal, 
menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
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Question : Apakah ada aturan mengenai jenis usaha yang di kelola oleh BUMDes?
Answer : Ya, ada aturan mengenai jenis usaha yang dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 
Tahun 2015, BUMDes diizinkan untuk mengelola beberapa jenis usaha yang sesuai dengan potensi dan 
kebutuhan desa. Beberapa kategori usaha yang dapat dikelola oleh BUMDes antara lain:

1. Agribisnis dan agroindustri : Termasuk usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, 
serta pengolahan dan pemasaran produk pertanian.

2. Pertambangan dan energi : Mengelola sumber daya alam yang tersedia di desa, seperti pertambangan 
kecil atau pengelolaan energi terbarukan.

3. Perdagangan dan jasa : Termasuk berbagai jenis perdagangan, baik eceran maupun grosir, serta 
penyediaan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

4. Pariwisata dan ekonomi kreatif : Pengembangan objek wisata desa, penyelenggaraan kegiatan budaya, 
serta pengembangan kerajinan tangan dan industri kreatif lainnya.

5. Perumahan dan kawasan pemukiman : Pengembangan perumahan dan infrastruktur pemukiman untuk 
mendukung kebutuhan dasar penduduk desa.

Kegiatan usaha yang dikelola oleh BUMDes harus memperhatikan prinsip keberlanjutan, pemanfaatan 
sumber daya lokal, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, usaha yang dijalankan oleh BUMDes 
juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan, dan 
tidak merusak lingkungan.
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Question : Pada praktiknya BUMDes masih banyak yang belum optimal karena kurangnya pendampingan dari 
pihak pemerintah, namun di sisi lain sudah terdapat banyak BUMDes lain yang sudah maju dan mandiri. 
Ketimpangan diantara keduanya sangat jelas nampak. Apa yang bisa kami (Dinas) berikan kepada 
mereka, di luar keterbatasan waktu yang kami miliki?

Answer : Untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang kurang optimal, Pemerintah Daerah 
(Pemda) dapat mengimplementasikan beberapa inisiatif berikut :

1. Pendampingan dan Pelatihan : Menyediakan pelatihan berkala mengenai pengelolaan usaha, 
pemasaran, dan penggunaan teknologi.

2. Akses ke Modal : Memfasilitasi akses ke lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman bunga rendah 
atau modal ventura.

3. Kerjasama Antar BUMDes : Membangun jaringan kerjasama untuk memperkuat pasar dan distribusi 
produk antar BUMDes.

4. Insentif Pemerintah : Memberikan insentif seperti pembebasan pajak atau subsidi untuk produk-produk 
yang inovatif atau penting bagi ekonomi lokal.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi disparitas antara BUMDes yang sudah mandiri dengan 
yang masih dalam tahap pengembangan.
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Question : Apakah BUMDes juga memiliki kewajiban perpajakan ? 
Answer : Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. BUMDesa, seperti badan usaha lainnya, dikenakan 
kewajiban pajak yang mencakup beberapa jenis pajak, antara lain : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), atau Pajak Lainnya. Penting bagi BUMDesa 
untuk mematuhi kewajiban perpajakan guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih 
baik. BUMDesa juga dapat memanfaatkan berbagai insentif dan fasilitas perpajakan yang tersedia untuk 
usaha kecil dan menengah, sehingga meringankan beban pajak dan mendukung pertumbuhan usaha

Question : Apakah boleh seorang ASN menjadi pengurus BUMDES ? 
Answer : Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak 

diperbolehkan menjadi pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini didasarkan pada beberapa 
regulasi yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan larangan bagi ASN.
1. Netralitas ASN, terlibat sebagai pengurus BUMDes dapat menimbulkan konflik kepentingan.
2. Regulasi yang Berlaku, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yang mengatur 

bahwa PNS dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan 
tugas dan fungsinya sebagai ASN.

3. Pengelolaan BUMDes, Pengurus BUMDes sebaiknya berasal dari masyarakat desa yang memiliki 
kemampuan dan komitmen untuk mengelola usaha desa secara profesional tanpa adanya keterlibatan 
ASN yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau penyalahgunaan wewenang.

Oleh karena itu, seorang ASN tidak boleh menjadi pengurus BUMDes untuk memastikan profesionalisme, 
netralitas, dan integritas dalam pengelolaan usaha desa serta tugas-tugas pemerintahan.
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Question : Dokumen apa saja yang di perlukan untuk mendirikan BUMDes?
Answer : Untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terdapat beberapa dokumen yang perlu 

dipersiapkan dan disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah daftar dokumen yang 
umumnya diperlukan:
1. Keputusan Musyawarah Desa, berupa Notulen Musyawarah Desa dan Daftar Hadir Musyawarah Desa 

yang membahas persetujuan pembentukan BUMDes
2. Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes, Peraturan Desa (Perdes) merupakan  Dokumen resmi yang 

memuat dasar hukum pendirian BUMDes, tujuan, jenis usaha yang akan dijalankan, struktur organisasi, 
dan ketentuan lainnya yang mengatur operasional BUMDes.

3. Surat Keputusan Kepala Desa yang menetapkan pendirian BUMDes, pengangkatan pengurus, dan 
ketentuan operasional lainnya.

4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes 
5. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
6. Surat Izin Usaha berupa Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
7. Dokumen Pendukung Lainnya, seperti NPWP dan DOkumen Perbankan 
8. Dokumen Administrasi dan Legalitas Lainnya seperti Akta Notaris dan Dokumen Kependudukan 

Pengurus
9. Laporan Feasibility Study (Studi Kelayakan)

10. Peta Wilayah Desa   
Dengan mempersiapkan dan melengkapi dokumen-dokumen tersebut, proses pendirian BUMDes dapat 
berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dokumen di atas adalah dasar untuk memastikan 
bahwa BUMDes memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat beroperasi dengan transparan dan akuntabel.
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Question : Bagaimana tahapan dalam proses pendirian BUMDes?
Answer : Pendirian BUMDes dimulai dengan 4 langkah sebagai berikut : 

1. Inisiasi dan Identifikasi Potensi, dengan melaksanakan diskusi awal dan studi kelayakan
2. Musyawarah Desa, dimulai dengan Rapar Desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk 

membentuk keputusan bersama mengenai pendirian BUMDes, jenis usaha, 
3. Penyusunan Peraturan Desa (Perdes), rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang pendirian BUMDes, 

yang mencakup visi, misi, tujuan, jenis usaha, modal, dan struktur organisasi
4. Pembentukan Struktur Organisasi, minimal terdiri dari dewan pengawas dan dewan direksi melalui 

musyawarah desa serta memberikan pelatihan dan pembekalan.
5. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan
6. Pengajuan Pendirian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi Perdes, hasil musyawarah desa, 

struktur organisasi, dan RKA.
        Sedangkan mekanisme legal formal yang harus ditempuh antara lain adalah :

1. Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Desa (Perdes)
2. Pendaftaran Badan Hukum, pengesahan badan hukum melalui notaris dan pendaftaran ke 

KemenkumHAM
3. Perizinan Usaha, untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission 

(OSS) atau mendapatkan Izin Usaha Terkait
4. Pengaturan Modal dan Pembiayaan, salah satunya dengan pengaturan modal awal dan juga 

pembukaan rekening bank atas nama BUMDes
Dengan mengikuti tahap-tahap ini BUMDes dapat berdiri secara sah dan memiliki landasan hukum yang kuat 
untuk beroperasi. Proses ini juga memastikan bahwa BUMDes dapat berkontribusi secara maksimal dalam 
pembangunan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
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Question : Apakah pengelolaan BUMD boleh dijadikan sebagai pedoman dalam mengelola BUMDes?
Answer : Ya, pengelolaan BUMDes dapat mengadopsi aturan atau pedoman-pedoman yang digunakan oleh Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di pemerintah daerah setempat. Berikut adalah beberapa cara 
bagaimana BUMDes bisa mengadopsi praktik terbaik dari BUMD antara lain : 
1. Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

Audit dan Laporan Keuangan : BUMDes dapat mengikuti praktik BUMD dalam melakukan audit internal 
dan eksternal secara berkala serta menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Sistem Pembukuan : Mengadopsi sistem pembukuan yang terstruktur dan sesuai dengan standar 
akuntansi yang diterapkan oleh BUMD.

2. Struktur Organisasi dan Tata Kelola
Dewan Pengawas dan Direksi : Mengadopsi struktur organisasi dengan adanya dewan pengawas dan 
direksi yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMDes.
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) : Mengimplementasikan prinsip-prinsip 
tata kelola perusahaan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan 
keadilan.

3. Manajemen Sumber Daya Manusia
   Rekrutmen dan Pengembangan SDM : Mengikuti prosedur rekrutmen yang transparan dan berbasis 

meritokrasi, serta menyediakan program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengelola dan 
karyawan BUMDes.

   Kebijakan Insentif : Menerapkan kebijakan insentif yang adil dan berbasis kinerja untuk meningkatkan 
motivasi dan produktivitas karyawan.
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Answer : lanjutan . . .
4. Perencanaan Bisnis dan Strategi

Rencana Bisnis Jangka Panjang : Mengembangkan rencana bisnis jangka panjang yang jelas dan 
realistis, mencakup visi, misi, tujuan, dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.
Analisis Risiko dan Manajemen Risiko : Mengadopsi praktik analisis risiko dan manajemen risiko yang 
diterapkan oleh BUMD untuk mengelola risiko yang mungkin dihadapi BUMDes.

5. Pemasaran dan Pengembangan Usaha
Mempelajari strategi pemasaran yang berhasil diterapkan oleh BUMD dan mengadaptasinya sesuai 
dengan kondisi dan kebutuhan pasar lokal serta Diversifikasi Usaha untuk mengurangi ketergantungan 
pada satu jenis usaha dan meningkatkan sumber pendapatan.

6. Pemeliharaan Aset dan Infrastruktur
   Manajemen Aset : Mengikuti pedoman manajemen aset yang diterapkan oleh BUMD untuk memastikan 

aset BUMDes dikelola dengan baik dan optimal.
Pemeliharaan Infrastruktur : Mengadopsi praktik terbaik dalam pemeliharaan dan perawatan 
infrastruktur untuk memastikan keberlanjutan operasional usaha BUMDes.

7. Pelibatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Partisipasi Masyarakat : Mengadopsi pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan yang 
melibatkan masyarakat desa, serupa dengan pendekatan yang digunakan oleh BUMD dalam melibatkan 
pemangku kepentingan.

8. Penggunaan Teknologi dan Inovasi
Dengan mengadopsi aturan dan pedoman yang digunakan oleh BUMD, BUMDes dapat meningkatkan 
profesionalisme, efisiensi, dan efektivitas pengelolaannya. Ini akan membantu BUMDes berkontribusi lebih 
signifikan terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat desa
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